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Kenyataannya, KTI mempunyai posisi strategis dalam perekonomian nasional,
mengingat  lebih dari 60 persen SDA nasional, terutama sektor agro berada di wilayah ini,
disamping posisinya yang strategis secara geografis sehingga mempunyai peluang besar
dalam aspek perdagangan internasional untuk sektor-sektor unggulannya tersebut, ke
beberapa negara di kawasan Amerika utara, Jepang, dan tiga dari empat macan Asia di
sebelah utara dan dua negara maju di selatan, yaitu Australia dan Selandia Baru,. Dengan
modal sumber daya pembangunan itu maka sudah selayaknya deberikan perhatian khusus
untuk membangun dan mengembangkan wilayahKTI ini. Untuk maksud tersebut,maka para
pelaku ekonomi secara bersama dan bersinergi perlu menyusun dan melaksanakan
kebijaksanaan atau strategi yang tepat agar tidak salah dalam pengelolaanya, sehingga dapat
memberi manfaat maksimal bagi seluruh pelaku yang terlibat, agar dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat di wilayah KTI khususnya.
Berikut ini akan dijelaskan beberapa pokok pikiran tentang berbagai hal, persoalan,
tantangan yang dihadapi dan terutama strategi yang dapat direncanakan untuk dilaksanakan
oleh ketiga pelaku utama, yaitu pengusaha, perbankan dan utamanya pemerintah, dalam
rangka membangun, memberdayakan dan mengembangkan sektor ekonomi unggulan
berbasis agro khususnya di wilayah KTI.
Pertama. Saat ini organisasi pemerintahan umumnya, semakin dituntut melakukan
pembaharuan diberbagai bidang tanggungjawabnya, karena tuntutan dan kebutuhan stake
holder yang semakin kompleks. Dalam kaitan ini, disadari bahwa faktor ”inovasi” menjadi
keharusan yang mesti dilakukan pemerintah, agar keberadaannya bermakna di mata rakyat
(Van Vierlo, 1996). Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publiknya tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah menjalankan fungsi
pemerintahannya (Osborne and Gaebler, 1992; Morris and Jones, 1999). Secara khusus
Drucker (1994) telah menerangkan bahwa faktor inovasi itu merupakan : the specific tool of
entrepreneurs that is utilised to exploit change as an opportunity for a different business or
a different service.
Drucker (1994) mengamati bahwa inovasi pada organisasi pemerintahan sering
dihambat oleh tiga faktor. Pertama, ketergantungan pada anggaran pusat; kedua, visi dan
misi pembangunan dari pemerintahan yang selalu ingin menjamin terjadinya alokasi sumber
daya yang adil, jadi bukan memberi pelayanan menurut kehendak pasar; dan ketiga, tujuan
utama manajemen pemerintahan adalah melakukan sesuatu dengan baik menurut standard
moral yang berlaku, jadi bukan melakukan prioritasisasi tujuan sesuai dengan skala
ekonomi yang diinginkan. Namun, meskipun ada berbagai hambatan, menurut pengamatan
Drucker (1994), penanggungjawab pemerintahan hendaknya selalu belajar kepada para
innovator. Untuk mampu berinovasi, maka pemerintah harus melihat perubahan-perubahan
yang sedang berlangsung di berbagai bidang, sosial, teknologi, demografi dan terutama
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2ekonomi, dimana seharusnya dianggap bahwa setiap perubahan senantiasa membuka
peluang baru. Drucker menegaskan bahwa untuk itu maka organisasi pemerintahan perlu
melakukan inovasi melalui penerapan prinsip-prinsip ”manajemen wirausaha”. Diakuinya
bahwa membangun manajemen wirausaha dalam organisasi pemerintahan adalah tugas
politik paling berat dan menantang, namun jika berhasil, manfaat baiknya akan dirasakan
setiap stake holders.
Suatu pendekatan strategi pembangunan, misalnya ekonomi yang dapat dilaksanakan
pemerintah dengan basis manajemen wirausaha adalah harus ”fokus”. Dalam banyak kasus
strategi ini dianggap lebih cepat memberi dampak, dibanding strategi yang bersifat broad
spectrum (model super market). Suatu aliran pemikiran manajemen wirausaha yang sejalan
dengan pendekatan tersebut, dimana dinilai orang sudah kuno, namun untuk Indonesia jelas
masih relevan, yakni pemikiran ”School of commodity”. Pemikiran ini menerangkan bahwa
suatu wilayah akan berkembang bila memiliki komoditas unggulan, seperti sektor pertanian
(agro) yang mampu dijadikan penghela ekonomi daerah, dimana komoditas unggulan itulah
nantinya yang akan memacu perkembangan suatu wilayah. Pemikiran ini berarti sejalan
dengan konsep Porter tentang “Competitive Advantage”.
Dalam prakteknya, guna merealisasikan pendapat Porter tersebut, berarti kebijakan
pembangunan ekonomi yang ditetapkan pemerintah perlu disusun dan direncakan dengan
menjadikan para pengusaha sebagai partner dalam memajukan pembangunan ekonomi
daerahnya. Dalam kaitan ini, pemerintah terlebih dahulu harus mampu mensosialisasi secara
jelas tentang landasan dasar, tujuan dan program dari rencana pembangunan ekonominya
yang secara jelas mengacu pada usaha untuk memberdayakan sumber daya agro yang
dimiliki daerah yang bersangkutan. Kemudian, berusaha mengurangi hambatan peraturan
yang membuat para pengusaha tidak tertarik melakukan investasi, terutama dibidang
pengolahan sektor agro, seperti dengan meningkatkan jaminan keamanan, penyelesaian
masalah pertanahan, dan pemangkasan pungutan resmi yang berlebihan apalagi tidak resmi,
serta mencoba menemukan model yang tepat untuk mengatasi masalah perburuhan.
Diakui bahwa selama ini memang hal-hal tersebut sudah terucap dan bahkan tertulis,
tapi dalam pelaksanaannya ternyata belum demikian. Akibatnya banyak pengusaha yang
sebenarnya telah merintis untuk membangun daerah, merasa kecewa, sehingga jangankan
pengusaha yang ada yang enggan berusaha, terlebih lagi calon pengusaha yang baru. Jika
ada pengusaha telah mengalami kejadian kurang menyenangkan, maka jelas upaya untuk
membangun kepercayaan para pengusaha akan memerlukan waktu lama dan biaya mahal.
Oleh karena itu sejak dini kiranya pemerintah daerah harus selalu berhati-hati menetapkan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan di daerahnya, yang sebaiknya dilengkapi
dengan adanya lembaga atau unit pemantau dalam mengawasi pelaksanaan peraturan yang
ada. Selain itu selalu proaktif untuk menjaring para pengusaha diberbagai wilayah, terutama
pengusaha lokal daerah dengan memberikan peluang-peluang investasi secara rasional
berdasarkan prinsip market driven, berupa kompensasi-kompensasi khusus seperti
kemudahan perizinan atau kemudahan fiskal, terutama bagi pengusaha yang bergerak dalam
pengembangan sumber daya agro dalam berbagai jenisnya.
Kedua, dari sisi pengusaha, memang mereka telah diakui sebagai mesin ekonomi
utama yang dapat menggerakkan sumber daya ekonomi unggulan masyarakat secara
optimal. Namun tentu saja itu berhubungan dengan pengusaha yang berciri “cerdas”, yaitu
pengusaha yang mempunyai kriteria berjiwa enterpreneurship, berpengetahuan, punya
keterampilan, punya jaringan usaha, dan beretika karena memperhatikan kepentingan
masyarakat. Dengan kata lain, bahwa menjadi seorang pengusaha yang benar haruslah
dalam dirinya ada “inner” sebagai seseorang yang  kreatif, inovatif, mau kerja keras,
terampil, berpengetahuan praktis, namun yang utama mempunyai moral dalam berusaha
untuk mengembangkan potensi sumberdaya dimana mereka berada. Jadi bukan pengusaha
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berfikir demi keuntungan sendiri, yang tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat di
sekitar mereka berusaha.
Salah satu mekanisme pengusaha untuk mengimplementasikan prinsip berusaha
“cerdas” tersebut dalam perspektif perekonomian KTI adalah dengan cara memfokuskan
salah satu usahanya khusus untuk mengembangkan secara optimal sektor unggulan ekonomi
masyarakat KTI, yaitu sektor agro. Dalam hal ini, para pengusaha hendaknya tidak hanya
berperan sebagai pedagang produk-produk agro yang belum terolah, seperti yang selama ini
berlangsung. Namun harus menjadi pengusaha yang fungsi utamanya sebagai investor,
diantaranya dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan sektor agro yang belum diolah
menjadi produk agro olahan yang dapat dipasarkan di wilayah KTI maupun di tempat
lainnya. Kegiatan seperti ini akan memberikan manfaat yang bernilai tambah ekonomi
sangat besar, bukan hanya untuk kepentingan para pengusaha, namun juga bagi masyarakat
secara luas, baik dalam penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan pendapatan dan
konsumsinya.
Masalahnya, tampaknya hal tersebut masih sulit direalisasikan. Tidak jelas
alasannya, mengapa masih begitu banyak pengusaha, bahkan pengusaha KTI sendiri yang
kurang berminat mengembangkan industri pengolahan produk agro. Ditengarai beberapa
pihak bahwa hal ini diantaranya disebabkan oleh perilaku pengusaha dan masyarakat sendiri
yang ingin cepat memperoleh hasil tanpa kerja keras. Masalah itu terjadi karena belum
terkoordinasinya secara formal jaringan bisnis sektor agro antar pengusaha, baik di sektor
produksi, pengumpul dan pemasaran di berbagai wilayah, secara regional, nasional apalagi
internasional. Kemudian belum kondunsifnya kebijaksanaan pemerintah, seperti belum
konsistennya perda-perda, masih banyaknya pungutan-pungutan tidak resmi, terbatasya
sarana dan prasarana jalan, listrik, air dan alat telekomunikasi, dsb. Selain itu, masih sangat
lemahnya dukungan sektor perbankan, dimana ditengarai bahwa sektor perbankan
konvensional selama ini hanya lebih memfokuskan kegiatan-kegiatannya pada pembiayaan-
pembiayaan jangka pendek yang berisiko rendah, sehingga hanya membiayai sektor-sektor
konsumsi, seperti kredit kendaraan, perumahan dan kredit perdagangan ritel. Jadi kurang
menyentuh pembiayaan-pembiayaan investasi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat
produktif, apalagi pembiyaan-pembiayaan pembangunan investasi di bidang agro.
Memperhatikan berbagai masalah tersebut maka tampaknya yang perlu segera
dilakukan pengusaha dalam upaya memperbaiki peranannya, yaitu terlebih dulu
mengintrospeksi diri dan mencari cara untuk menghadapi masalah-masalah tersebut.
Mereka harus selalu mengoreksi diri apakah usahanya telah mengacu pada perinsip-prinsip
berusaha yang“cerdas” seperti yang telah diterangkan di atas. Jadi jangan hanya menjadi
pengusaha yang hanya tahu menuntut, apalagi mengancam, namun sebaiknya menjadi
pengusaha yang tahu mencari solusi dengan cara proaktif untuk membantu dan bekerjasama
dengan pihak lainnya, seperti pemerintah dan sektor perbankan dengan mengkomunikasikan
secara aktif berbagai hambatan yang dialami, kemudian menyelesaikannya secara bersama.
Kemudian mereka harus berusaha melakukan aliansi-aliansi usaha baik secara individu atau
kelompok, melalui aliansi usaha baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun
internasional, dalam hal produksi, teknologi, manajemen, pendanaan dan pemasaran.
Tiga, yang jelas bahwa berbagai hal tersebut diatas tampaknya hanya akan terwujud
jika ada dukungan nyata dari sektor keuangan, khususnya perbankan. Dalam hal ini sektor
perbankan tampaknya perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan agar tidak
hanya berorientasi bisnis untuk hanya mengejar keuntungan besar saja, namun juga harus
mempunyai tekad untuk membangun ekonomi daerah dimana mereka beroperasi. Dalam hal
ini sektor perbankan kiranya selalu berupaya untuk melakukan diversifikasi dan
mensosialisasikan produknya sehingga dapat mendorong minat pengusaha agar mau
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industri pengolahan produk pertanian unggulan. Dalam kaitan itu, berikut ini dijelaskan
beberapa hal atau strategi yang dapat dilakukan sektor perbankan :
1. sektor perbankan secara sendiri sendiri atau berkelompok dapat membuat dan
melaksanakan suatu sistem perkreditan yang tipik atau khas, yang mempunyai manfaat nilai
tambah bagi sektor ekonomi unggulan agro, maupun buat kepentingan sektor perbankan
sendiri. Misalnya, melaksanakan program kredit yang bersifat individu, dapat dilakukan
melalui strategi pendampingan secara langsung terhadap suatu unit usaha sebagai mitra
kerja usaha agro. Dalam hal ini perbankan dapat memberikan pelatihan teknis produksi,
pembenahan manajemen usaha dan akuntansi, strategi menembus dan memperluas pasar,
serta meningkatkan kapabilitas manajerial para pelaku usaha dibidang produksi, maupun
pengawasan penggunaan dana kredit. Selain itu perbankan dapat menjadi jembatan untuk
memperlancar proses produksi, baik dalam hubungan ke hulu maupun ke hilir. Hal ini hanya
dapat berjalan, misalnya jika bank membentuk unit bisnis strategis (SBU) sehingga bank
dapat melancarkan transaksi usaha antara mitra binaan dengan para pemasok, guna
meningkatkan akses ke pasar output. SBU tersebut perlu menyusun pula direktori produk
mitra binaan sekaligus membuat daftar bahan baku atau penolong yang dibutuhkan, dimana
daftar tersebut dapat disampaikan dalam jaringan internet. Tentu saja hal ini tidak mudah
dilaksanakan, karena akan berhadapan dengan beberapa kendala nyata, sebab “there’s no
free lunch”, diantaranya biaya SDM pendamping itu sendiri serta biaya-biaya lainnya yang
harus dikeluarkan. Namun demikian, hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan merekrut SDM
dengan pola kontrak misalnya dari para sarjana-sarjana yang baru lulus tapi cerdas dan
beretika, atau dari orang-orang profesional yang telah diketahui trade recordnya. Hal ini
sejalan dengan saran, bahwa pentingnya perbankan daerah merekrut tenaga perbankan yang
berasal dari daerah operasi mereka.
2. perlu pula kiranya perbankan menerapkan sistem atau program kredit kepada
kelompok, terutama kepada kelompok-kelompok usaha yang sudah mapan diberbagai
bidang. Sistem serupa ini mempunyai banyak keuntungan, seperti dapat mengeliminasi
peluang penyalahgunaan dana kredit sehingga dapat mengurangi kredit bermasalah,
kemudian dapat meningkatkan efisiensi usaha dalam hal pengadaan bahan baku, produksi
dan pemasaran. Karena jika mekanisme produksi dan pemasaran berjalan lancar maka
pengembalian kredit akan lancar pula. Namun demikian sistem ini berhadapan juga dengan
beberapa kendala, diantaranya mengenai pelunasan kredit kelompok sulit diramalkan karena
keputusan dilakukan atas persetujuan anggota kelompok Selain itu kendala organisasi,
akibat pimpinan kelompok terkadang bersifat mendua, yakni terkadang hanya mewakili
kepentingan usahanya dibanding kepentingan kelompoknya, atau kendala adminstrasi akibat
kesalahan suatu anggota kelompok, yang berakibat pada perilaku perbankan menjadi lebih
konservatip terhadap usaha kelompok secara keseluruhan.
3. sektor perbankan perlu membentuk jaringan kerja untuk meningkatkan jangkauan
sektor perbankan terhadap sektor ekonomi unggulan agro khususnya, secara individu
maupun secara berkelompok, yang bersifat “mutual relationship”. Dalam hal ini,
diantaranya dengan cara menjalin kerjasama antar bank sendiri, yakni antara bank yang
jaringan kantornya cukup luas dengan bank yang terbatas kantornya. Kegiatan kerjasama
tersebut bukan hanya berupa kegiatan mendistribusikan dana saja tapi berbagai kegiatan-
kegiatan potensial lainnya yang dianggap dapat memberi keuntungan bersama.
4. selain itu, pemerintah dan utamanya Bank Indonesia harus selalu berupaya
menjadi pusat informasi untuk sektor unggulan agro yang dapat diandalkan dibangun dan
dikembangkan sehingga mempermudahnya untuk mengarahkan perbankan agar lebih
memfokuskan fungsi intermediasinya secara spesifik untuk membiayai berbagai kegiatan
produktif sektor agro yang unggul tersebut, sesuai prioritas kebijakan pembangunan
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Indonesia agar berusaha mendirikan perbankan spesifik yang ditujukan untuk
pengembangan dan pembangunan sektor agro, baik berupa bank pertanian dalam arti luas
atau bank yang dimaksudkan khusus untuk sektor pertanian unggulan tertentu. Kemudian,
jika memang pemerintah atau Bank Indonesia belum beritikad mendirikan lembaga
keuangan pertanian formal, maka kiranya para pengusaha mulai saat ini berupaya melalui
aliansi-aliansi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan konvensional untuk mengadakan
atau mendirikan lembaga-lembaga keuangan pertanian kecil, berupa BPR-BPR di sektor
agro.
Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dari berbagai uraian di atas tentang berbagai
strategi yang perlu dilakukan guna meningkatakan kegiatan pembangunan sektor unggulan
agrobsinis di KTI, jelas adalah bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan apalagi
dicapai. Karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran ketiga kelompok pelaku
utama yang umumnya saling tarik menarik kepentingan. Pemerintah yang merupakan agen
ekonomi pertama harus selalu bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang
baik, profesional dan etis. Kemudian kelompok pengusaha harus secara sukarela selalu
melakukan penyesuaian-penyesuaian perilaku usahanya mengikuti perubahan-perubahan
yang terjadi baik karena faktor internal maupun internasional. Berikutnya, sektor perbankan,
dalam menjalankan usahanya jangan hanya mendasarkan pada motivasi memperoleh
keuntungan saja, tapi juga hendaknya mendasarkan perilakunya pada pertimbangan demi
pembangunan daerah di KTI khususnya. Jelas segala harapan ini sulit dilaksanakan jika
ketiga lembaga ekonomi tidak menyatukan sikap bahwa penyelesaian masalah di wilayah
KTI merupakan tanggungjawab bersama. Oleh arena itu sudah saatnyalah kini para pelaku
ekonomi membangun spirit hubungan yang bersifat “mutual relationship”, yakni hubungan
yang saling membantu, membutuhkan dan menguntungkan dalam membangun dan
memberdayakan sektor ekonomi unggulan di KTI, melalui peningkatan kegiatan produksi,
investasi dan perdagangan sektor agro khususnya, dan SDA umumnya.
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